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: .mm KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM - -

Gieb Muﬁ:@no SH.F

La‘ém Be&akang )

’i‘ez‘bayang pleh’ }gzta pada bulan
September 1994 yang lalu terjadi
unjuk rasa dan sebenarnya juga unjuk
gigi oleh para pengemudi angkutan
Mikrolei dan bus Metro Mini di Ja-

karta. Unjuk rasa karena mereka

mogok, tidak mau mengemudikan
kendaraannya. Sedangkan unjuk gigi
karena mereka menunjukkan bahwa
pekerjrannya memang dibutuhkan
oleh sebagian besar wargz masya-
raicat.

Para pekerja dan pegawai beribu-
ribu orang, selama kurang lebih 2
sampai 3 hari tidak terangkut menuju
tempﬁt kerjanya. Sehingga Pangab
Jenderal TNI Feisal Tanjung meme-
rintahkan pada jajaran ABRI untuk
mengambil alih, mengangkut masya-
rakat menuju tempat kerja dengan
menggunakan bus dan atau truk milik
ABRI. Hal ini menunjukkan dapat
melemankan segi ketahanan nasional
bagi kehidupan perekonomian di
Jakarta, bila tidak segera ditanggu-
langi oleh bantuan ABRI. Pangabpun
tidak membenarkan tindakan mogok
itu, dan tetap mendukung Polri untuk
tetap mengambil tindakan dengan

*y  Penulis adalah Pama Polri, Staf Ditlantas Polri

membarikan sankm bagz para p@-

ngemudi. angkutan -kota yamg tadak
mau. menutup pintu.selama. per;alan-
an dari satu. tempat ke tempat yang
telah ditentukan.

Unjuk rasa dan unjuk gigi i di-
sebabkan mergka memprotes bahwa
membuka pintu kendaraan selama '
perjalanan merupakan pelanggaran
yang dapat dikenakan sanksi oleh
petugas Polri. Oleh karenanya fulisan
ini menyoroti dari segi hukum dan
gosial.

Permasalahan

1. Dasar Penindakasn

Pada awalnya ide mengenai ke-
wajiban menutup pintu bagi kendara-
an bermotor mengangkut orang da-
lam trayek kota vang disebut kendaraan
angkutan kota ini dikeluarkan pada
waktu Operasi Zebra 93 berdasarkan
Rencana Operasi Zebra No. Pol. : R/
Ren Ops/81/1/1993, tanggal 2 Januari
1993 dan Telegram Kadit Lantas Pol-
da Metro Jaya No. Pol. : TR/07/¥/
1993 kepada selurub jajaran Satuan
L.alu-Lintas di wilayah Polda Metro
Jaya, vang menyebutkan bahwa
dikenakan juga kewajiban tutup pintu
angkuian umum pada wakiu berjalan
dan membuka pintu kendaraan pada
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» wakta meualkkan/mem;unkan pe-

numpang, selain pe}anggaran yang
dapat dikenakan tilang. Setara impli-
sit ‘é;erdapat pada pasal 54 Undangé
undang (UL No. 14 tahun 1992 i@nmng
Lalu-Lintas dan Angicutan ]’a}an ,yaitu
dakenakannya sanks; persyaratan iek-
nis dan laik- Jaian Peramzan pelak-
. sanaazmya teﬂua.ng dalam Peratman

Pemerintah (PP} No. 44. tabun: 1993
- tentang kendaraan. d&n ‘pengemudi,

dalam pasal 31 nya mepyebuﬂ{an bah-
wa senap mang paagemudl dan ru-
ang penumpang harus mempunyal
pintu masuk dan atau pmiu keluar,
pmgancmg pinfunya harus dxram:ang
sedemikian upa sehmgga ﬁdak da~
pat. terbuka tanpa sengaja

Dengan Keputusan Menten
Perhubungan RI (Kepmen) MNo. KM
68 tahun 1993 tentang penyelengga-
raan angkutan orang di jalan dengan
kendaraan umum, pasai 35 meny@--
hutkan bahwa :

-+ di terminal, sejak awal pembe»
rangkatan, persinggahan sampai
tujuan dan tempat-tempat lain
yang diientukan;

- menaikkan dan menurunkan pe-
numpang harus dalam keadaan
berhenti dan tidak menganggu ke-
lancaran lalu-lintas serta memba-
hayakan penumpangnya. Mena-
ikkan penumpang dari pintu de-
pan dan menurunkan penumpang
dari pintu belakang secara tertib
dan teratur kecuali yang tidak
berpintu ganda,

Secaraeksplisit tidak ada ketegas-

~an tertulis, selama bergerak afat ber-

jalan. Sehinfga dapat dipahami tidak

cada gejolak para pengemndl karena

bamy mempakan himbauan saja, be-

lum ada p@mndakan secara a‘:egas -

2. Fmgadur ?mmdaﬁ«;an Iy

.. Pintu- kenéaraan bermomr -
mampakan mrsyamfcan teknis dan -

taik jalan. Menurui PP.No. 42 tahun.

1993 tem:ang pemenksaan l{endarau P
an bermotor.di jalan, pasal 2. nyame--

nyebutkan  pemeriksaan | diﬁakukan'
oleh Polri dan pegawai negeri- sipil-
(PNS) yang memiliki kualifikasi
tertentu di bidang lalu-linias dan.
anghkutan jalan. PNS yang dimaksud.
adalah dari Dinas Lalu-Lintas dan
Angkutan Jalan (DLLAJY) yang mem-.
punyai wewenang berdasarkan pasal
4 yaitu melakukan pemeriksaan tek-
nis dan laik jalan. Namun Instruk-
si Kepalz Dinas LLAJ No. 99 tahun

1994 tanggal 19 Juni 1994 dalam butir -

4.1 menyebutkan tidak menuinp
pintu oleh pengemudi walkin berope-
rasi diserahkan pada Kepolisian
untuk diiilang. Sedangkan dasar
diberlakukannya tilang adanya kepu-
tusan bersama antara Pengadilan,
Kejaksaan dan Polri. Bila pertim-
bangannya termasuk pelanggaran
seperti ugal-ugalan dan pelangaran
lainnya, seharusnya dirumuskan pula
tentang tata cara atau prosedur
penyerahan dari LLAJ kepada Polri.
Karena masalah pintu dalam fakta-
nya untuk jenis Mikrolet dan Meiro
Mini, engsel pintunya sebagian besar
sudah tidak berfungsi dan rusak.
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3. Alasan Pemicu

.. Terjadinya konflik karena per-
bedaan persepsi antara Dewan Pim-
pinan Daerah (DPD) Organda DKI
Jakaria dengan pemilik angkutan,
Karena pemilik kendaraan Mikrolet,
Bemo dan Angkuntan Pinggir Kota
(Mimo dan APK) merasa ada mono-
polipemasangan engsel (handle) pin-
tu, ‘mengharuskan di- bengkel yang
ditunjuk-oleh DLLAJ -dan-Organda,
menimbulkan situasi panas. (Harian
Terbit Tanggat 31 Agustus 1994), yang
pernah ¢i bantah oleh Kepala Dinas
LLAT DKI Jakarta dan kema Organ-
da DKY Jakarta (harian Kompas tang-
gal 16 Agusius 1994), di mana prak-
tek “di lapangan petugas Pengujian
Kendaraan Bermotor (PEB) tidak
memberikan buky kir bila tidak ada
kuitansi pemasangan di bengkel
tertenty. Selain itu terdapat tuntuian
perlindungan hukum atas Hak Cipta
Prototype Handle pintu Mimo dan
APK, berdasarkan surat tugas No.
05/8T/Mimo-A4/1994 tanggal 23
Mei 1994 dari Dewan Pimpinan Unit
(DPL) Mimo dan APK Organda DKI
Jakarta, kepada project officer beng-
kel terletak di Jalan Dewi Sartika
Jakarta Timur, Perlindungan hukum
tersebui bukan berdasarkan surat da-
ri Departemen Kehakiman RI Direk-
torat Jenderal Hak Cipta dan Paten.

Berdasarkan surat dari Kepala
Dinas LLAJ DKI Jakarta Mo. 165/
073.538 tanggal 15 Juli 1994 pema-
sangan harus sudah selesai awal Janu-
ari 1993, yang melanggar dilarang
untuk beroperasi.

Sedangkan kendaraan unit Mimo
dan APK yang jumlahnya 9.439 unit
itu diarahkan oleh Kapolda Meiro
Jaya melalui Surat Ka Ditlanias Pol-
da Metro Jaya No. Pol. : B/710/VIV/
1994/LL tanggal 12 Juli 1994 kepa-
da DPU Unit Mimo dan APK Organ-
da, selesal sampai dengan tangg&i
17 September 1994,

Analisis
1. Reaksi S@smi

Sebagai suatu bentuk umum
proses-proses sosial adalah mtegaks;
sosial, Timbul karena terjadinya
akiivitas sosial merupakan hubung-
an sosial yang dinamis, sehingga pro-
ses sosial diartikan sebagal pengaruh
timbal-balik antara pelbagai segi ke-
hidupan bersama (Soerjono Soekanto,
1970y vang memenuhi gyarat vaitn
adanvya kontak sosial dan komuni-
kasi. Kata kontak berasal dari bahasa
1.atin con atau cum (artinya bersama-
sama) dan tango (arfinya menyeniuh)
artinya ada hubungan balk -secara
menyentuh (badaniyah) maupun
tidak. Komunikasi terjadi karena ada-
nya aksi dan reaksi

Penggolongan proses Sosial
menjadi dua macam proses sosial yang
timbul sebagai akibat dari interaksi
sosial dapat diterapkan dalam kasus
terjadinya unjuk rasa para pengemu-
di Mikrolet dan Metro Mini tersebut,
Proses yang assosiatif terlihat di ma-
na ABRI mengulurkan iangan dengan
penyelesaian akomodatif, dan dila-
kukan dengan cara yang tidak meng-
gunakan kekerasan (coercion) se-

L1e]
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'(aontraventmn) Sedangkan |
pakan mereka timbul karena adanya
solidaritas yang oleh Emile Durkheiim
- 'd1sebut -solidaritas mekams dan

"'pentmgan .yang.sama,
2. Efektwa%as Hukum

menyebutkan bahwa hukum berlaku

kum, Dalam kasusiniharus ditegaskan
apakah merupakan pelanggaran bila
kendaraan angkutan kota Mikrolet
dan Metro Mini membuka pintu bila
sedang bergerak atau berjalan? Bila
jawabannya ya, maka harus tercan-
tum da}a.m hmrazkh; perundang-

'-"jhmgga para pengemudl Atu pada ak—- :
udak melanjutkan akm unjuk:;
1a i3 _g_kat kemsakan:;j :
dangkan dari- pihakE
engaﬂ m@nun;ukan._-_

| bersalah, seiam danpada pengemudi
-nya 3) Paza petugasnya Dralam .k

fezdmaﬁd ionmes adalah gerakan._-
sohdantas dan geselischaft karena
adanya 1katan 1ahir ‘berdasarkan -
ikatan ]ahn yang ﬁmaul Lcarena ke-

Teorz efektw;tas hukum yang
berasal dari para sosiolog (Soerjono
Soekanio alm, dan Satjipto Raharjo)

bila 'memenubi syarat : 1) Segi Hu-

undangan ‘bila t;dak iiaka udak per-
1u diambil undakan hukum. 2)- Segx,_-f’
sarana dan prasarana Pintu. kendam-, :
_ an_merupakan sarana_ sedangkan hal-

yak m'aka péxiﬁﬁipangnya jag

sus in petugas "Polri; harus ada &:e
gasan; bertindak berdasarkan snrat/
bukutilang, sehingga tidak adakemgu-
raguan. Petugas DLLAJ yang tidak

‘berwenang terhadap tilang. mempu~
nyal tata cara koordinasi dengan pe- .
uxgas Peln 4). Masyamkat Jangan
menjadi bmeung karena ada suatu ke- -

bijakan, baik penumpang, pengemu-

di dan pemilik, mengerii dan mema- .
hami serta mematuhi pera‘mran atau_

keiﬁntuan yang ada.
3. Amhsus Kebuakan

Sltuasx timbulnya/terjadinya ak— :.- :
si unjuk rasa dan unjuk gigi tersebut . -

merupakan akibat dari perencanaan

hukum yang kurang matang dankelu:-*
arannya tidak mempunyal indikator .

yang jelas. Penyelesaiannya bisa di-
kaji secara analisis kebijakan (Drs.
Nazir Harjanto, MA, 1995) sebagai
berikut ;

~Input . Proses - Outpug

i Instrumen | :
Lingkungan —

Subjek. Metode
dan .Objek

Penyelesaian
kriteria dan

indikator

Bh&yaﬂgka:e} 020 April 1995

&7




Dengan melalui pendekatan sistem,
maka dapat dirtmuskan yaity

a. Kemngka dan @b@@k

_ Kerangﬁm meizpun metode anali-
tis __ds_skrapﬁf dan analitis preskiptif,
sedangkan objeknya mengkaji pro-
duk atay prosesnya. Dengan metode
i anaims deskﬁpmf ierhadap objek pro-

. :;_r-i-dnk dan prosesnya akan menghasil-
- kan implementasi dan evaluagi, ini

" yang disebui “analysis of policy”,
Sedangkan metode analitis preskrip-
tf te_fhada@ produk dan prosesnya a-
kan menghasilkan advokasi dan
f@rmula—sz ini yang disebut “analvsis
for pahcy

% -.-Onemasa Penyediaan

Orientasi ini merupakan apa
yang ditawarkan, berupa alternatif
kebutuhan, proyeksi, ramalan atan
prediksi serta mempunvyai sasaran/
tujuan,

Jadi dengan analisis fersebut
diperlukan sadar akan masalah un-
tuk menemukan masalah, lalu struk-
turisasi masalah untuk menghasilkan
masalah yang diputuskan (keputusan
masalah), pengkajian keputusan ma-
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MA, Sosiologi suniu Penganiar,
Cetakan keempat, Penerbit

salah uniuk menentukan masalah itu
benar atau tidak, bila salah memerlu-
kan formulasi masalah, tetapi bila
benar diperlukan penyelesaian untuk
diambil suatu solusi yang bisa diana-
lisis kembali. Dengan demlkian
solusinya bisa dievaluasi, dan dﬂan~
jutkan kembali strukiurisas masaiah
bila salah, bila benar perlu dmmbu-
kan kembali sadar akan masalah
Karena walaupun sudah tidak ada ge-
jolak lagi bukan berarti tidak ada ma-
salah, sehingga timbul sensitifitas,
untuk menganalisis,

Eesimpulan

Karena UU Mo. 14 tahun 1992
mempunyat aspek vang sangat luas,
schingga “output” yang adabeiumbisa
dikategorikan selesal sampai di siin
saja, perlu adanya evaluasi, advokasi
berupa saran dan pembentukan for-
mulasi baru yang bukan berarti dirom-
bak melainkan ada hal-hal yang me-
meriukan peninjavan atau perbaikan,
Begitupun dengan masalabh tutup
pintu bagi kendaraan angkutan kota
yang sedang bergerak atau berjalan,
perlu adanya solusi.

Yayasan Penerbit Universiias
Indonesia, Jakarta 1970

S ]

Bengkel tempat pasang Handle
dipersoalkan Aparai PKB, Hari-
an Terbit, 31 Agustus 1995,

4. Penjualan Mesin Penutup Pinta
Angkotan Umum tak Dimonopo-
li, Harian Kompas, 16 Agustus
1995,
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